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MOTO
Allah menginginkan Islam menjadi agama,
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L Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
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ABSTRAK

Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sesuatu
yang final dan comfortable. Namun setelah runtuhnya rezim Socharto,
menjamurlah gerakan-garakan Islam di luar mainstream yang menuntut
pemberlakuan syariat, pendirian negara Islam atau kAilafah, sampai revitalisasi
Piagam Madinah. Dalam kerangka demokrasi, hal itu sah adanya. Namun jika
dihadapkan dengan realitas Indonesia scbagai negara kebangsaan yang
multikultural, apa yang menjadi tuntutan mereka akan menjadi sesuatu yang
kontraproduktif dan bahkan bisa berfungsi disintegatif.

Skripsi ini, sebagai sebuah penelitian kepustakaan yang bersifat
deskriptif-analitik, menggambarkan pandangan-pandangan Muhammad Sa’id al-
’Asymawi dalam bukunya Usul asy-Syari’ah tentang dasar-dasar pemerintahan
menurut syariat, menentukan karakteristik pandangan beliau, dan menunjukkan
signifikansi pemikirannya terhadap konteks Indonesia pasca Orde Baru yang
ditandai dengan berkembangnya gerakan-gerakan Islam baru dengan tuntutan-
tuntutan mereka seperti disebutkan di awal.

Pandangan beliau setidaknya ada tiga poin. Perfama, syariat pada
maknanya yang sahih adalah sabil (jalan) atau manhaj (metode) yang
mengarahkan pada kemajuan dan terus menelorkan hukum tanpa
membekukannya, ruh (spirit) yang tiada henti melakukan pembaruan dan
penafsiran modern, dan harakah (gerakan) yang senantiasa membawa manusia
pada orientasi yang benar dan cita-cita yang mulia agar manusia tidak
terbelenggu dan terjajah oleh teks, lafal harfiah dan pendapat-pendapat. Syari’at
pada maknanya yang orisinil bukanlah fasyri”’ (legislasi) ataupun ganun (undang-
undang). Syariat mencakup sesuatu yang lebih fleksibel ketimbang figh. Kedua,
syariat tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu yang tetap dan definitif
(nizam $abif) akan tetapi sebagai manhaj, ruh dan harakah dengan karakteristik
di atas, syariat menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang mengejawantah
dari realitas masyarakat dan semangat jamannya, menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, mengakomodir partisipasi setiap individu dalam urusan
pemerintahan, pengawasan dan legislasi, dan menghindar dari belenggu teks
ataupun pendapat-pendapat. Kefiga, pemerintahan Nabi di Madinah adalah
pemerintahan Allah (hukumah Allah), yakni pemerintahan yang ditunjuk dan
dibimbing langsung oleh Allah lewat wahyu. Pemerintahan jenis ini telah
berakhir seiring dengan meninggalnya Nabi. Pemerintahan Islam paska wafatnya
Nabi adalah murni pemerintahan manusia (fukumah nas) yang fallible yang tentu
dan semestinya terbuka baik terhadap partisipasi rakyat, kritik, dan oposisi dari
sisi politik, maupun juga dekonstruksi dari sisi konsep dan teori,

Pandangan ’Asymawi yang bercorak modernis ini kompatibel dengan
realitas Indonesia sebagai scbuah negara kebangsaan yang multikultural dan
memadai untuk dijadikan wacana keagamaan tandingan bagi tuntutan dan
kecenderungan ekstrim dari sebagian umat dan gerakan-gerakan Islam di Tanah
Air.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama, apa pun namanya, senantiasa mengajarkan para pemeluknya agar
menunaikan seluruh pesannya dalam sctiap segi kehidupannya, hanya batas dan
wujudnya yang mungkin berbeda rumusan. Apalagi dalam agama Islam. Berbeda
dengan agama-agama lain, Islam secjak masa hidup pewartanya (Nabi
Muhammad) adalah negara itu sendiri. Identitas agama dan pemerintahan
melekat tidak terhapuskan dari kesadaran umat Islam, sejak dari teks suci,

sejarah, hingga pengalaman mereka.

Lagi pula, bagi umat Islam, agama sccara tradisional telah menjadi
landasan serta pusat identitas dan kesetiaan terdalam. Karena itu, tidak
mengherankan, jika gerakan-gerakan sosial dan politik yang paling signifikan
dalam sejarah Islam kontemporer selalu menempatkan Islam sebagai kekuatan
pendorong dan basis kohesi internal.’ Islam tidak jarang kemudian mengembang

menjadi medium kebahasaan masyarakat yang paling lantang dan menantang,

Meningkatnya tuntutan terhadap partisipasi dan pemberdayaan rakyat
hampir selalu diikuti dengan meningkatnya tuntutan lain, yaitu tuntutan

pengakuan terhadap identitas khusus atau komunitas asli. Penegasan akan

" Untuk survei yang lebih luas tentang gerakan-gerakan ini, lihat John Obert Voll,
Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern, alih bahasa Ajat Sudrajat
{Yogyakarta: Titian llahi Press, 1997), hlm. 59-120



keaslian dan keabsahan identitas komunitas itu mengambil bentuk yang berbeda-
beda. Di beberapa wilayah ia berbentuk penegasan akan warisan budaya, bahasa
atau ctnik khusus. Dalam kasus lain, ia merupakan pencgasan akan keabsahan
suatu pesan keagamaan atau tradisi dan muncul sebagai bagian dari kebangkitan
agama-agama sccara global yang terjadi belakangan ini. Di Indonesia sendiri,
sebagai sebuah negara-bangsa yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di
dunia, kita menyaksikan bagaimana setelah runtuhnya rezim Soeharto telah
melahirkan begitu banyak partai politik berasaskan Islam, tuntutan pemberlakuan
syari’at, revitalisasi Pigam Madinah, bangkitnya lasykar-lasykar sipil berbendera
Islam yang menyuarakan “Iglam” dan merazia tempat-tempat maksiat, dan

sebagainya.

Paling tidak pada level angan-angan kolektifnya, kuat tertancap
keyakinan di kalangan umat Islam tentang kesatuan agama dan peinerintahan.
Pesona untuk melakukan Islamisasi pemerintahan dan Islamisasi lewat panggung
pemerintahan telah menjadi pesona yang menyala-nyala, karena Islam diyakini
sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur baik kehidupan duniawi
maupun kehidupan ukhrawi. Tidak ada aspek dari kescharian umat Islam,
termasuk pengelolaan pemerintahan, yang dapat lolos dari jangkaun agama.

Karena itu konsititusi negara harus pula secara resmi berdasarkan syari’at.2

Obsesi demikian tampaknya sulit untuk ditckan mengingat di scbagian

besar negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, Islam masih tetap

2 Mengenai pandangan intcgralistik ini, lihat Munawir Sadzali, Js/am dan Tata Ncgara:
Ajaran, Sejaral, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), him.11 1-197.



merupakan kriteria paling tinggi untuk identitas dan loyalitas kelompok. Islam-
lah yang membedakan antara diri sendiri dengan orang lain, antara orang dalam
dan orang luar, antara saudara dengan orang asing. Apalagi, sebagaimana yang
berlangsung belakangan ini, Islam menyediakan sistem simbol untuk mobilisasi
politik paling efektif, entah itu untuk membakar rakyat dalam mempertahankan
rezim yang dipandang mempunyai legitimasi, maupun untuk menjatuhkan sebuah

rezim yang dirasa tidak memiliki legitimasi.

Masalahnya, untuk sampai pada pembentukan sebuah pemerintahan yan
sesuai dengan syariat, tidaklah semudah membuat pernyataan umum seperti di
atas. Pertama-tama, harus dijernihkankan dahulu apa makna dari syariat, dan
sclanjutnya bagaimana pula pandangan syariat tentang pemerintahan. Segera saja
yang muncul adalah beragam jawaban, karena Islam bukanlah realitas yang
homogen. Secara normatif kita dapat berbicara tentang tauhid , termasuk fauhid
al-ummah. Tapi kenyataannya tidak. Umat Islam memiliki keragaman sosial
budaya dan sosial politik. Belum lagi dengan adanya realitas negara-bangsa
modern. Umat Islam sekarang telah terorganisir ke dalam ncgara-bangsa dan
sangat mungkin akan tctap seperti itu di masa-masa yang akan datang. Sistem
negara-bangsa modern yang lebih menekankan kesetiaan kebangsaan daripada
persaudaraan Islam, kedaulatan rakyat daripada kedaulatan Tuhan, menjunjung
tinggi egaliterianisme, hak-hak perempuan dan representasi politik. Dalam
lanskap seperti ini, doktrin-ajaran Islam berikut para penjaganya harus hanya
menjadi salah satu kontestan saja dari festival “kegaduhan” antar berbagai

pandangan-dunia masing-masing kolektivitas. Dan jika, tuntutan pembentukan



pemerintahan yang sesuai dengan syari’at (sebagaimana yang dipahami oleh
kalangan Islam politik dan sebagian umat sendiri) terus didesakkan oleh para
pengusungnya, tentu akan timbul persoalan-persoalan lanjutan yang pelik untuk
dipecahkan, seperti bagaimana ciri syar’i dari pemerintahan itu harus tercermin
dalam ideologi dan pranata-pranata kenegaraan, bagaimana hubungan antara
syariat dengan demokrasi, politik multipartai, undang-undang, dan hak kaum
minoritas. Dan, /ast but not the least, bagaimana hubungan antara kedaulatan
Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Di tengah kerumitan konseptual dan keruwetan
operasional itu, maka gerakan politik penerapan syariat pada level pemerintahan,
tidak pelak akan memperpanjang daftar kekalutan politik kenegaraan dan dapat
membahayakan kehidupan bersama dalam payung sebuah negara-bangsa yang

plural seperti Indonesia.

Di sinilah letak signifikansi mengajukan pandangan-pandangan
Muhammad Sa’id al-’Asymawi tentang syariat dan dasar-dasar pemerintahan
menurut syariat. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kairo yang pensiun pada Juli
1993 ini, menulis masalah-masalah hukum, sosial, politik, dan teologi ketika
kaum Islam militan di Mesir tengah memulai aktivitas untuk menyukseskan
agenda-agenda mereka, terutama sepeninggal Presiden Anwar Sadat yang tewas
dibunuh oleh salah satu dari kelompok-kelompok Islam militan pada awal 1980-
an.” Gerakan-gerakan militan itu antara lain adalah Syabab Muhammad (Pemuda

Muhammad), Jama’ah al-Muslimin atau yang lebih dikenal dengan nama Takfir

3 Carolyn Fluehr Lobban, “Melawan Ekstremisme Islam: Kasus Muhammad Said al-
’Asymawi”’, dalam Muhammad Sa’id Al-"Asymawi, Jilad Mclawan Islam Lkstrem, alih bahasa
Hery Haryanto Azumi, (Jakarta: Desantara Pustaka Utama, 2002), blm. 24.



wal Hijrah, dan Jama’ah Jihad. Agenda pokok mereka adalah “penerapan syariat”
atau “pengundangan syariat” berikut turunan-turunannya, seperti pemerintahan
Islam, konstitusi Islam, perekonomian Islam, dan sebagainya.® ‘Asymawi dengan
berani menjadi salah satu suara paling dominan melawan kaum militan tersebut.
Nilai penting lain karya ’Asymawi adalah kenyataan bahwa dalam membangun
asumsi-asumsinya dia merujuk pada sumber-sumber Islam (Qur’an, Hadits dan
sejarah Islam), dan bukan semata pada khazanah Barat. Inilah yang membuat
gagasan-gagasannya sulit untuk disepelekan begitu saja oleh kaum Muslim di

Mesir dan di luar Mesir.

Sebelum menguraikan tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat,
’ Asymawi terlebih dahulu menguraikan pengertian scjati syariat secara detail dan
tuntas. Menurutnya, kata “syari’ah’” hanya muncul sekali dalam Qur’an yaitu
dalam surat al-Jasiyah ayat 45. Di luar surat itu, yang muncul hanyalah kata-kata
derivat yang diturunkan dari kata “syari’ali’. Sesuai dengan kamus-kamus
Klasik, kata “syari’ak’ dalam ayat ini bermakna “jalan air”, “sabil’ (jalan), atau
“manha)’ (metode).” Ia bukan bermakna “tasyri” (legislasi) atau “qanun’
(undang-undang), scbab ayat ini turun di Mekah dan periode legislasi hukum
(tasyri’) hanya bermula pada masa Madinah.® Sebagai sabil dan manhaj Allah,

syariat mencakup sesuatu yang lebih fleksibel daripada figh. Ia lebih sebagai

4 Mengenai kelompok-kelompok ini dan sepak terjang mereka di Mesir lihat John L.
Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek, alih
bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1996), him. 235-260.

> Muhammad Said al-‘ Asymawi. Usul asy-Syari'ah, (Beirut: al-Maktabah al-Saqofiyah,
1992). hlm. 28.

¢ Ibid., blm. 29.



jalan dan metode daripada sejumlah peraturan yang kongkret dan rigid.
’Asymawi mendefinisaikan syariat scbagai manhaj yang mengarahkan pada
kemajuan, dinamis, dan senantiasa menciptakan  hukum-hukum tanpa
membekukan hukum itu sendiri. Syariat adelah ruh (spirit) yang terus
menelorkan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan  dan
penafsiran-penafsiran modern, tetapi tidak akan membeku sampai kapan pun ke
dalam aturan, penerapan dan pcnafsiran.7 Syariat adalah harakah (gerakan) yang
tidak pernah berhenti membawa manusia pada orientasi-orient asi yang benar dan
cita-cita yang mulia, agar manusia tidak terjebak dalam teks, terkoyak dalam
lafal, dan terpecah-belah dalam ungkapan dan slogan.8 Inilah makna sejati syariat

menurut al-Qur’an.

Dalam pendekatannya mengenai pemerintahan, ‘Asymawi menarik batas
yang tegas antara yang “Ilahiah” dan yang “manusiawi”. Dia memakai istilah
“pemerintahan Allah” untuk pemerintahan sescorang yang memperoleh
bimbingan langsung dari Allah. Semua pemerintahan lain selain pemerintahan itu
adalah pemerintahan manusia (fukumah an-nas). Maka, pemerintahan Nabi di
Madinah adalah pemerintahan Allah (hukumah Allah), dan sepeninggal beliau,
semua bentuk pemerintahan yang ada pada umat Islam dan pada umat yang lain,

adalah pemerintahan manusia.” ‘Asymawi menyebutkan empat syarat bagi

7 Ibid,, hlm.150.
& 1bid., him. 151.

? Ibid,, hlm. 126.



sebuah pemerintahan agar dapat disebut scbagai pemerintahan Allah.'® Pertama,
ia adalah pemerintahan oleh seorang Nabi yang dipilih Allah dan memiliki
hubungan yang terus-menerus dengan Allah melalui wahyu. Kedua, ia adalah
pemerintahan arbitrase (hukumah tahkim) yang diterima secara sukarela oleh
semua pihak dan bukan pemerintahan yang dipaksakan oleh otoritas kuat
tertentu. Ketiga, meskipun Nabi dianjurkan untuk bermusyawarah (syura) dalam
pengelolaan pemerintahan, namun beliau tidak diwajibkan untuk menaati hasil
musyawarah. Keempat, hak-hak yang dimiliki oleh Nabi dalam pemerintahan ini
tidak dapat berpindah atau diwarisi oleh siapa pun. Dan memang, sepeninggal
Nabi, tidak ada pemerintahan yang dapat memenuhi keempat syarat itu. Syariat
tidak pernah menyebutkan sistem pemerintahan yang tertentu, yang terbatas dan
tidak berubah. Sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh syariat adalah sistem
yang berjalan seiring dengan setiap kemajuan dan perkembangan. Sistem
pemerintahan Islam yang benar (s2hil) adalah sistem yang bersumbef .dari
realitas masyarakat dan kehendak generasinya, sistem yang memungkinkan
partisipasi sctiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi
dan pengawasan. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menghormati
manusia dan tidak berkutat pada teks. la sangat peduli pada kemanusiaan dan
tidak terjebak pada pendapat-pendapat. Ia berjalan sesuai dengan kemuliaan di

atas jalan kebenaran.''

19 rpid. hlm. 120.

Y 1bid,, him. 129-130.



Pemikiran’ Asymawi yang demikian tentu sangatlah berguna untuk
meretas kebekuan yang ada dalam pemikiran politik Islam selama ini dan
memungkinkan terciptanya pemikiran baru yang kreatif, subtansial, up fo dale,
humanis dan kompatibel dengan nilai demokrasi dan pranata politik modern.
Pemikiran politik Islam yang melingkar-lingkar, tidak jelas sangkan-paran-nya,
yang di sana-sini mengesankan artikulasi baru, namun jika ditilik lebih jauh
artikulasi itu secara kualitatif maupun substantif tidak menunjukkan perubahan,
dan hanya mempertinggi derajat pengrumitah ke dalam, sudah saatnya untuk

diakhiri.

B. Pokok Masalah
Dengan menilik latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka pokok

masalah yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Sa’id al-‘ Asymawi tentang dasar-dasar
pemerintahan dalam syariat ?

2. Bagaimana karakteristik ~pemikiran Muhammad Sa’id al-‘Asymawi
tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat dan bagaimana pula
signifikansi pemikarannya terhadap konteks Indonesia paska runtuhnya
rezim Socharto yang ditandai dengan menjamurnya gerakan—gerakan

Islam yang menuntut pembentukan Negara Islam atau Khilatah?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Menelaah pemikiran Muhammad Sa’id al-‘Asymawi tentang dasar-
dasar pemerintahan dalam syari’at. -

b. Menemukan karakteristik pemikiran Muhammad Sa’id al-‘Asymawi
tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat dan menunjukkan
signifikansinya terhadap konteks Indonesia paska runtuhnya rezim
Socharto yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya gerakan-
garakan Islam yang menuntut pembentukan Negara Islam atau
Khilafah.

2. Kegunaan penelitian

a. Diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam.

b. Diharapkan dapat menjadi referensi alternatif dalam konteks
pemikiran’ Asymawi _terutama tentang dasar-dasar pemerintahan

dalam syariat.

D. Telaah Pustidaka
Muhammad Sa’id al-’Asymawi adalah pemikir Islam kontemporer yang
menghasilkan banyak karya dan selalu memikat dengan "orisinalitasnya" dan

signifikansi pandangannya untuk umat Isiam di abad modern. Namun, seperti
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yang banyak terjadi, ada juga pihak / ulama lain yang tidak sependapat dengan
pemikirannya. Ulama al-Azhar pernah melarang karya-karyanya, termasuk kitab
Usul asy-Syari'ah, untuk masuk dalam Cairo Book Fair pada tahun 1992. Berkat
intervensi presiden Mubarok, akhirnya karya-karyanya dapat masuk dalam pesta
buku paling prestisius di Mesir itu. Tanggapan-tanggapan positif dan apresiatif
terhadap karya-karyanya datang dari sarjana-sarjana lain dan mewujud ke dalam

beberapa tclaah tentang sosok *Asymawi dan pemikiran-pemikirannya.

Bassam Tibi, guru besar hubungan internasional Universitas Gottingen,
Jerman, dalam bukunya The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and
The New World Disorder’> mengutip pandangan-pandangan *Asymawi tentang
khilafah dalam bukunya a/-Khilafah al-Islamiyah dan tentang syariah dalam
bukunya Usul asy-Syari'ah dan menyebut’ Asymawi sebagai reformis muslim dan

kritikus utama fundamentalisme Islam di Mesir

Nazih Ayubi dalam bukunya Political Islam: Religion and Political in the
Arab World"” secara sekilas memaparkan pandangan-pandangan Muhammad
Sa’id al-’Asymawi tentang syari'ah dan Islam politik. Doktrin Hakimiyah atau
"tiada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan", menurut’ Asymawi adalah salah satu
doktrin Islam politik yang dipengaruhi oleh siasat politik sekte Khawarij. Islam
bukanlah agama legislasi namun lebih merupakan agama kasih sayang

(compassion) dan moral. Bahwa terma hukum dalam al-Qur’an bukanlah

12 Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World
Disorder, (London: Routledge, 1991), hlm. 156 - 157, 170 - 172.

13 Nazih Ayubi, Political Islam : Religion and Politic in the Arab World, (London:
Routledge, 1991), hlm 203 206.
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bermakna pemerintahan scbagaimana dalam istilah kontemporer, namun lebih
bermakna scbagai pemutusan perkara sccara adil. Di buku itu juga diuraikan
pendapat *Asymawi tentang penyebab munculnya Islam politik di banyak dunia
muslim pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani dan pengalaman pahit
kolonialisme Eropa. >Asymawi cenderung menyebut gerakan fundamentalisme
Islam sebagai gerakan yang bertentangan dengan Islam yang "sejati" dan yang

"borperadaban" (al-Islam al-Hadariy).

Bisa jadi buku Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973 - 1993"
karya David Sagiv adalah satu-satunya karya yang agak panjang lebar
memaparkan otobiografi dan pikiran-pikiran "Asymawi bersama puluhan
intelektual Mesir lain seperti Nabil Abu Fatah, Faraj Fuda, Fathi Ghanim, Taufiq
al-Hakim, Zaki Najib Mahmud dan Khalid Muhammad Khalid. Di sana
dipaparkan perspekiif *Asymawi tentang pencrapan syariat, pemetintahan Allah
dan negara Islam, khilafah dan imamah, dan tentang eksistensi Yahudi — Kristen,
dan Barat beserta segenap ilmu pengetahuan yang dihasilkannya. Pikiran
» Asymawi diuraikan oleh David Sagiv bersama dengan puluhan intelektual Mesir
lainnya.

Belakangan, langkah David Sagiv untuk memperkenalkan sosok dan
pemikiran ’Asymawi dilanjutkan oleh Charles Kurzman dalam buku yang

memuat tulisan-tulisan para pemikir Islam mutakhir yang dieditnya Wacana

' David Sagiv, Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973 — 1993, (London: Frank
Cass, 1995).
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Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global” Dalam
kumpulan itu tercantum satu tulisan ’'Asymawi yang berjudul Syari'ah:
Kodifikasi Hukum Islam. Dalam kumpulan itu pula, Kurzman telah
menyejajarkan ’Asymawi dengan para pemikir garda depan seperti Hassan

Hanafi, Muhammad Arkoun, bahkan Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

Scjauh penelusuran penyusun, karya-karya di ataslah yang telah berupaya
memperkenalkan dan menganalisis beberapa aspek pemikiran ’ Asymawi
terutama tentang syari'ah dan fenomena Islam politik. Di tanah air dapat
dikatakan belum ada karya ilmiah yang secara khusus mengkaji pemikiran
’Asymawi, terutama mengenai dasar-dasar pemerintahan dalam syariat. Usaha
penyusun untuk menyusun skripsi ini semoga dapat mengisi kekosongan tersebut
seiring dengan semakin gencarnya upaya penerjemahan karya-karya ’ Asymawi
oleh beberapa pqnerbit Indonesia seperti LKiS, Desentara, JIL, dan penerbit

Alifya.'

E. Kerangka Teoretik

Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak
mempersoalkan kedudukan agama (syari’at) dan relasinya dengan pemerintahan,

apakah terintegrasi ataukah terpisah, karena dalam kenyataannya sistem

15 Charles Kurzman (ed.), Wacana Islam Liberal- Pemikiran Islam Kontemporer fentang
Isu-isu Global, tetj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2001), bim. 39 - 54.

16 Karya’ Asymawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain: Usu/
al-Syari'ah, Islam and Political Order, dan Againsi Islamic Extrepism.
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kekhalifahan mengintegrasikan agama dan pemerintahan. Paling yang menjadi
perdebatan adalah, apakah pembentukan sebuah pemerintahan itu wajib syar’ily

ataukah wajib ‘agliy, seria apa saja syarat-syarat kepala pemerintahan.17

Namun tidak begitu halnya dengan masa kontemporer. Pada masa
kontemporer terdapat perdebatan terkait persolan ini. Perdebatan ini muncul
terutama scjak adannya interakasi umat Islam dengan Baral yang membawa
sistem pemerintahan dan segenap pranatanya ke negeri-negeri Muslim lewat

kolonialisme.

Masykuri ~ Abdillah dalam tulisannya Gagasan dan Tradisi Bernegara
dalam Islam: Sebuah Perspektif Scjarah dan Demokrasi Modern membagi
karakteristik pemikiran politik Islam kontemporer ke dalam tiga kelompok.
Pertama adalah kelompok konservatif. Ciri yang menonjol dari kelompok ini
adalah adanya aksioma ideol‘ogi,_s, yang dibangun berdasarkan ajaran-ajaran Islam
bahwa Islam berisi syariat yang sempurna, lengkap, komprehensif dan berlaku
universal untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu. Asumsi ini
membawa  implikasi pada keharusan untuk menerima superioritas Islam sebagai
satu-satunnya ideologi untuk mengkonstruk sistem politik dan pemerintahan.
Caranya adalah dengan menghidupkan kembali praktik dan pemikiran politik
jaman Nabi, Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan Islam setelahnya. Nama-nama
seperti Sayyid Quthb, Rasyid Ridla dan Abu al-A’la al-Maududi masuk dalam

kelompok ini. Kedua adalah kelompok modernis. Kelompok ini berpendirian
S

17Suymi Pulungan, Figh Sivasah: Ajaran, Scjarah, dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1997), him. 212-259.
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bahwa syariat mengatur masalah keduniaan dan kemasyarakatan (termasuk juga
pemerintahan) hanya dalam tataran nilai dan prinsip-prinsip umumnya saja,
adapun secara teknis dapat mengadopsi sistem lain, dalam hal ini adalah sistem
Barat yang telah terbukti manfaat dan keunggulannya. Dengan keyakinan bahwa
Jslam merupakan agama yang seclaras dengan modernitas, kelompok ini
merekomendasikan dua hal sekaligus, yakni pentingnya melakukan ijtihad yang
terus-menerus dan perlunya menguji kembali validitas teori dan praktik politik
jaman Nabi dan kekhalifahan dengan tetap mengambil beberapa substansinya
yang dianggap relevan dengan tuntutan dan semangat dunia modern. Tokoh-
tokoh kelompok ini antara lain adalah Muhammad ‘Abduh, Muhammad Husain
Haikal dan Muhammad Asad. Ketiga adalah kelompok sekuler. Syariat Islam,
dalam pandangan kelompok ini, dianggap hanya berurusan dengan persoalan
individual yang mencakup aturan-aturan soal hubungan manusia dengan Tuhan
semata. Seluruh persoalan keduniaan (termasuk pemerintahan) adalah bersifat
temporal dan profan dimana manusia dengan segala kemampuan yang
dimilikinya memiliki hak penuh untuk menentukan dan mengaturnya tanpa harus
ada justifikasi dari dan keterikatan dengan doktrin-dokirin keagamaan. Tokoh

utama dari kelompok ini tentu saja adalah ‘Ali *Abd ar-Razig."*

Prinsip dasar Islam dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara ( Siyasah ad-Dunys) adalah mewujudkan kemaslahatan

umal atau kescjahteraan rakyal secara umum (al-Maslahah al-‘Ammal). Tujuan

. Masykuri Abdillah, © Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Scbuah Perspektif
Sejarah dan Demokrasi Modern,” Tashwirul Atkar, No.7, Th. 2000, him. 103.
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substantif universal disyari'atkannya hukum-hukum agama (syari'af) adalah
mewujudkan kemaslahatan manusia.”’ Baik kemaslahatan di dunia maupun di
akhirat. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar
kemanusiaan yang meliputi kebebasan beragama (hifz ad-din), keselamatan fisik
atau jiwa (hifz an-nafs), keselamatan keluarga atau keturunan (hifz an-nasl),
keselamatan harta benda atau hak milik pribadi pribadi (hifz al-mal), dan

keselamatan akal atau kebebasan berpikir (hifz al-‘aql).

Menurut Fahmi Huwaydi dalam bukunya Deinokrasi, Oposisi, dan
Masyarakat Madani, ada beberapa prinsip dasar pemerintahan yang dapat digali
dari sumber-sumber Islam, yakni, pertama, kekuasaan dipegang penuh oleh umat,
kedua, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, ketiga, kebebasan
adalah hak semua orang, kecmpal, persamaan diantara semua manusia, kelima,
kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, keenam, kezaliman secara
mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah wajib, dan ketujul,

undang-undang di atas segalanya.20

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penclitian terhadap masalah yang telah diuraikan di

atas penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- —

19 <Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Zlm Usul al-Figh (Kairo: Dar al-Qalam, 1977),
hlm. 197.

20 pahmi Huwaydi, Detokrasi, Oposist, dan Masyarakat Madaui, alih bahasa
Muhammad Abdul Ghaflar .M. (Bandung: Mizan, 1996). him. 160 - F77.
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1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library
rescarch), yaitu penelitian yang menekankan pada penclusuran dan
penclaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan baik melalui sumber
data primer maupun sumber data sekunder.?! Sumber data primer adalah buku
atau literatur yang menjadi rujukan utama dan dalam penelitian ini adalah
kitab Usal asy-Syari'ah. Sedangkan sumber data sekunder adalah karya-karya
* Asymawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti Jihad
Melawan lslam Ekstrim, Menolak Islam Politik dan Kritik atas Jilbab. Juga
dilengkapi dengan beberapa artikel tulisan ’ Asymawi di berbagai kumpulan.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik ~ dalam  arti
menggambarkan ~pemikiran sang tokoh untuk kemudian dianalisis
karakteristiknya dan ditemukan signifikansi. pemikirannya terhadap konteks
Indonesia.
3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan
historis-sosiologis, dalam arti menelusuri sisi-sisi historis sebuah obyek
penclitian, dalam hal ini adalah scjarah pertumbuhan dan perkembangan
pemikiran sescorang serla konteks sosial politik yang melatari dan

memengaruhi pemikirannya.22 Mengkaji situasi sosio-politik yang terjadi di

2! Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penclitian dan Penulisan Karya Ilmiah,
(Yogyakarta: IKFA, 1998), him. 26.

22 Apudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1998),
hlm. 59.
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masa ’Asymawi serla memastikan scberapa jauh kondisi ini memengaruhi
pemikiran *Asymawi.
4. Metode penelitian

Melode yang dipakai oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini
adalah metode deduktif,” yaitu metode peheliﬁan yang berangkat dari
pemikiran politik Islam yang sifatnya umum sebagai pijakan untuk menilai
partikularitas-partikularitas pemikiran ‘Asymawi lentang dasar-dasar

pemerintahan dalam syari’at.

G. Sistematika Pembahasan
Agar skripsi ini runtut dan mudah untuk dicermati, maka diperlukan
sebuah sistematika pembahasan. Penyusun telah merumuskan pembahasan

skripsi ini menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan ke arah dan
ori;:ntasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum
bab periama terbagi menjadi tujuh bagian, yakni latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun akan menguraikan pemikiran politik Islam
kontemporer tentang pemerintahan yang pernah ada sebelumnya, mulai dari

kelompok konservatif, kelompok modernis, hingga kelompok sekuler. Ini penting

- —

2 Qutrisno Hadi, Metodologi Rescarch, (Yogyakarta: Andi, 2000), him. 42.
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scbagai prawacana dan titik berangkat untuk memasuki pemikiran ’Asymawi

tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat.

Bab ketiga mencrangkan biografi ’Asymawi (kiprah dan karya-karyanya),
mengenalkan kitab Usul asy-Syari’ah dan menjelaskan pemikiran beliau

mengenai dasar-dasar pemerintahan dalam syariat.

Bab keempat menentukan karakteristik pemikiran ‘Asymawi tentang
dasar-dasar pemerintahan dalam syariat dan menunjukkan signifikansi
pemikirannya terhadap konteks Indonesia pasca runtuhnya rezim Sochaarto yang
ditandai dengan menjamurnya gerakan-gerakan Islam yang menuntut

pembentukan Negara Islam atau Khilafah.

Bab kelima, merupakan bagian penutup skripsi yang memuat konklusi

akhir dari pembahasan serta beberapa masukan dan saran.






BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kitab Usul asy-Syari’ah, pandangan Muhammad Sa’id al-Asymawi
tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat setidaknya sebagai berikut:

Pertama, syari’at adalah manhaj yang mengarah pada pembaruan dan
penciptakan hukum-hukum baru, ruh yang terus menyelamatkan manusia dari
kungkungan teks dan membawanya pada orientasi-orientasi yang benar dan cita-
cita yang mulia. Kedua, syari’at tidak pernah menyebutkan dan menentukan
secara definitif sistem pemerintahan tertentu yang wajib didirikan umat Islam
akan tetapi hanya menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang selalu
mengikuti kemajuan masyarakat, bersumber dari realitas masyarakat dan
kehendak generasinya, dan mengakomodir partisipasi setiap individu dalam
pemerintahan, legislasi dan pengawasan. Sistem pemerintahan yang dikehendaki
syari’at adalah sistem yang menghormati kemanusiaan dan tidak terpaku pada
teks ataupun pendapat-pendapat ulama. Ketiga, pemerintahan Nabi di Madinah,
kalaupun hendak disebut scbagai sebuah pemerintahan, adalah jenis
pemerintahan Tuhan yang tidak bisa ditiru ataupun diwarisi. Setelah
pemerintahan Nabi berakhir, yang ada adalah murni manusia yang terbuka pada
pengawasan, kritik, koreksi maupun kesalahan.

Karakteristik-karakteristik pemerintahan Allah yang tak didapatkan pada
pemerintahan manusia itu adalah : pemerintahan Allah dikontrol langsung oleh

Allah lewat wahyu yang terus turun, pemerintahan Allah adalah pemerintahan
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arbitrasi dan bukan pemerintahan hukum, pemerintahan Allah menyukai syura
namun tidak mesti harus tunduk pada hasil syura, dan pemerintahan Allah
memiliki hak-hak yang tak bisa diwarisi oleh penguasa dari pemerintahan
selainnya.

Dalam khazanah pemikiran politik Islam kontmporer, mengikut tipologi
yang dibuat oleh Munawir Sadzali dan Masykuri Abdillah, pemikiran
Muhammad Sa’id al-Asymawi menurut karakteristiknya dapat dikelompokkan ke
dalam kubu kelompok modernis. Kelompok modernis beranggapan bahwa Islam
tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu yang wajib didirikan, akan tetapi
hanya menentukan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai etis yang wajib
diperhatikan dalam membentuk maupun menjalankan sebuah pemerintahan,
apapun nama sistem pemerintahan tersebut. Pemikiran ‘Asymawi dalam hal ini
sejalan dengan pemikiran tokok modernis lain seperti Muhammad Husain Haikal,
Muhammad As’ad, dan Muhammad ‘Abduh. Dan dalam jajsran pemikir tanah
air, pemikiran ‘Asymawi sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid,
Munawir Sadzali dan Nurcholis Madjid.

Untuk konteks Indonesia paska ambruknya rezim otoriter Socharto yang
ditandai dengan menjamurnya organisasi-organisasi Islam kontemporer seperti
HTI, MMI, Laskar Jihad, FPI, FKASWJ yang lantang menuntut pencrapan
syariah, revitalisasi Piagam Madinah sampai pendirian negara Islam ataupun
Khilafah, pandangan—pandangan ‘Asymawi di atas bisa dijadikan sebagai wacana
keagamaan tandingan yang bisa mengimbangi dan menunjukkan bahaya-bahaya

dari tuntutan yang mereka suarakan. Ini perlu sebab apa yang disurakan oleh
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organisasi dan gerakan-gerakan Islam di atas menurut penyusun adalah
kontraproduktif jika ditilik dari konteks negara kebangsaan Indonesia dengan
pluralitas masyarakatnya. Juga bila dilihat dari pengembangan demokrasi yang
lebih subtansial di negeri ini. Demokrasi yang diakui atau tidak telah menjadi
semacam kalimatun sawa’ bagi bangsa Indonesia dan negeri-negeri muslim lain
di dunia. Pemikiran ‘Asymawi perlu terus dipromosikan bersama-sama dengan
pemikiran tokoh-tokoh muslim Indonesia lain yang juga concern dengan
keutuhan negara kebangsaan Indonesia, pluralitas masyarakat, kemanusiaan dan

demokrasi, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

B. Saran-Saran

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu megungkap
secara detil dan komprehensif pemikiran ‘Asymawi, terutama mengenai dasar-
dasar pemerintahan dalam syari’at. Selain karena sosok dan pemikiran ‘Asymawi
telatif belum banyak diteliti orang, juga faktor keterbatasan akses penyusun
terhadap tulisan-tulisan lepas beliau yang mungkin tersebar di berbagai media.
Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi lain
mengenaipemikiran ‘Asymawi terutama tentang dasar-dasar pemerintahan

menurut syari’at secara lebih utuh dan memadai.
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